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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan tugas  dan fungsi  PPAT untuk menjamin kepastian hukum di Kota 

Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung telah sesuai dengan kententuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2016 adalah melaksanakan sebagaian kegiatan pendaftaran tanah 

dengan membuat akta sebagai bukti bahwa telah dilakukannya perbuatan 

hukum terntentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 

susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran 

tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

 Berdasarkan tugas tersebut maka PPAT telah melaksanakan 

fungsinya yaitu membantu kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dalam 

pelaksanaan kegiatan pendaftaran peralihan hak milik khususnya karena jual beli. 

Selain itu dengan PPAT melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut juga telah 

member kepastian hukum bagi para pihak baik penjual maupun pembeli. 

2. Kendala yang dihadapi oleh PPAT di Kota Pangkalpinang dalam menjalankan 

tugas, peran dan fungsinya adalah: 
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a. Banyaknya peralihan hak milik atas tanah yang terjadi dengan transaksi 

dibawah tangan sehingga menyulitkan PPAT dalam melaksanak pembuatan 

akta PPAT. 

b. Perbendaan identitas para pihak, contohnya adalah perbedaan ejaan. 

Perbedaan identitas ini dapat diatasi denga surat keterangan dari kelurahan. 

c. Perebedaan ukuran tanah yang ada dalam sertifikat dengan luas tanah yang 

sebenarnya. 

d. Kurang sosialisai yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinag 

bagi masyarakat tentang pentingnya akta PPAT dalam peralihan hak milik 

atas tanah. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. PPAT di Kota Pangkalpinang agar selalu mengikuti perubahan terhadap 

berbagai kebijakan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan. 

2. PPAT menyediakan informasi/keterangan kepada para pihak yang 

berkepentingan khususnya bagi pemohon yang belum mengetahui secara pasti 

syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan akta jual beli tanahguna 

menjaga mutu pelayanan pertanahan kepada  

masyarakat. 

3. Bagi Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, sebaiknyamemberikan 

penyuluhan hukum tentang peralihan hak atas tanah karenajual beli ataupun 
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karena perbuatan hukum lainnya kepada masyarakat Kota Pangkalpinang agar 

masyarakat mengerti mengenai prosedur dansyarat peralihan hak atas karena 

jual beli ataupun karena perbuatan hukumlainnya sehingga mengurangi 

terjadinya sengketa hak atas tanah antarwarga yang didapatkan karena peralihan 

hak atas tanah. 
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